
  

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR 

NOMOR 10 TAHUN  2014 

TENTANG 

PERUBAHAN  ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  

NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN 

KABUPATEN BELITUNG TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

Menimbang : bahwa untuk efektivitas penatausahaan keuangan perjalanan 

dinas dalam negeri perlu merubah Peraturan Bupati Belitung 

Timur Nomor 40 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam 

Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan 

Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di 

Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur; 

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3890); 

    

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 

Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

    

  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan 

dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 

    

 

 

SALINAN 



 

 

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

    

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan  Peraturan  

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

    

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

    

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

    

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

    

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

    

 

 

 

 



  10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 

Tahun 2006 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 69); 

    

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 

Nomor 66); 

    

  12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2013 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan 

Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai 

Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan 

Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 40); 

                MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 40 TAHUN 

2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA 

DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG 

TIMUR. 

 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 

40 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi 

Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan 

Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 40) diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 9 

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (1), diberikan biaya-biaya sebagai berikut: 

a. uang harian, biaya transpor, biaya penginapan, uang 

representasi dan sewa kendaraan dalam kota untuk perjalanan 

dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat 

(2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e; 

 



b. biaya transpor untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f; 

c. uang saku atau uang harian untuk perjalanan dinas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A  yang merupakan 

satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan 

Bupati ini; dan 

d. uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan biaya 

penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya 

pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dan 

huruf h. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Belitung Timur. 

 
 

    

 Ditetapkan di Manggar 

    pada tanggal 10 Januari 2014 
 

   BUPATI BELITUNG TIMUR, 

 

ttd 

 

BASURI TJAHAJA PURNAMA 
 
 
 

Diundangkan di Manggar 

pada tanggal 13 Januari 2014 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BELITUNG TIMUR, 

 
 

ttd 

 
TALAFUDDIN 

 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd 

AMRULLAH, SH 

Penata(III/c) 
NIP. 19710602 200604 1 005 

 



LAMPIRAN I.A : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR 

  NOMOR 10 TAHUN 2014 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG 

TIMUR NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS 

DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN 

DPRD DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN 

PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN 

KABUPATEN BELITUNG TIMUR 

 
 

PERHITUNGAN PEMBERIAN UANG SAKU ATAU UANG HARIAN  

PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN DINAS  

DILUAR TEMPAT KEDUDUKAN 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
BUPATI BELITUNG TIMUR, 

 
 
 ttd 
 

BASURI TJAHAJA PURNAMA 

NO. 
NAMA/LAMA 

PENDIDIKAN DINAS 

PERSENTASE BESARAN UANG SAKU ATAU UANG HARIAN 

UANG SAKU  

(bagi yang mendapatkan 

fasilitas Penginapan dan 

Konsumsi) 

UANG HARIAN 

(bagi yang tidak mendapatkan 

fasilitas Penginapan dan 

Konsumsi) 

1. Sampai dengan 5 hari 100% 100% 

2. 6-15 hari 80% 80% 

3. 16-30 hari 60% 60% 

4. 31-60 hari 50% 50% 

5. Diatas 61 hari 40% 40% 

6. Diklat Prajabatan 35% 35% 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd 

AMRULLAH, SH 

Penata(III/c) 

NIP. 19710602 200604 1 005 

 


